BAB IV
ANALISA TENTAEG ASAS - ASAS BERLARUNYA
KUHP DAN HURUN PIDANA ISLAN

Daerah berlakunya mkum pidana Indonesia dapat
dibvedakan menjadi empat asas yaitu
1. 4saa territorial
2. Asas Hasional yang aktif (asas personaliteit)
3. Asas nasional yang pasif (asas perlindungan)
4. Asas universaliteit.'

Asas-gasas tersebut di atas texdapat dalam pasald
sampal dengen pasal 9 KUHP. Di mana aturan-aturan tere-
sebut membicarakan mengenai batase-batas berlakunya pexe
undang-undangan hukum pidena menurut tempat terjadinya
perbuatm.z

Menurat Prof. Mulyatno,8H., ditxn;an dari sgsudut
negaera, ada dua kemungkinan pendirian yaitu

1. Perundeng-undeangan hukum pidane berlelm bagi semua
perduatan pidana yang terjaedi di delem wilayah nega-
ra baik dilakuken oleh varga negaranya sendiri mml-
pan orang asing (ini mengendung asas territorial)

Pendapat torsebut di atas ditegaskan dslam pasal
2 KUHP yang berbunyi : YAturam pidane dalem pexun -
dang-undengan Indonesia, berlaku bagi setiap ormg
yeng melakukan perbuatan pidena 41 dalam Indonesia.

v
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2. Porundang-undangen hukum pidana bderlalm bagi semma
perbuatan pidena yeng dilakukan oleh warga negara di
mana saja, juga di luar wilayah negara.

Pernyatzan di atas disebut dengan asas pergonal atau
asas nasional aktif,> |

Menurut Pompe yang d ikutip oleh Bambang Purmono,
SH. yang mendasarkan g@ifat mkum pidana sdalah “elin-
dungi®, maka apas perlindungan menjadi sumber dari so-
ma acas-asas. 0leh karena itu keempat asas tersebut di

atag 1tu dapat dipersatukan menjadi satu asas perlindung

&ho.
HMenurut hemat penulis keempat asas tersetut ga-
ling berkaiten sehingga menjadi setu kesatuen yang utuh
tentang ruang linghkup berlakunya KUHP kita, baik pelaku
tindak pidama di Yndonesia maupun orang Indonesia yang
melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.

Untuk lebih mudalnya pembahasan, make akan penu
lis urai satu persatu dari pacsal 1 sampal dengan pasal
9, sehingza nanti akan jelas rueng lingkup berlakunya
KUHP kita.

Paoal 2 EUHP berbunyi : “Aturen pidana dalam per
undang-undangen Indonesia berlaku dagi setiap arang yang
melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia?’ Di sini
dengan tegac mengandung asas territorial.

Dalem pasal 2 UUD sementara dahulu mengenai wie
layah aten territoir dikatakan : Republik Indonesia me-
liputi seluruh daerah Indonesia. Dan dalem penjelasan -
atae rancengen Undang-undang Dasar disebutkan, bahwa

S¥ulyatno,SH., Log.Qit,
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yengd imakeud daersh Indonesia itu ialeh deersh Hindia
Belanda dulu termasuk Irian Barat.s

Menurut Prof., Mulyatno,S8H, belien tidak sgetuju
dengan perkataan "daerah® dalam hudungen hal di atas ,
karena 3
a. Daerah adalah satu bagien dari negara.

b. Daerah adalah luas tshah yang tertentu.’

Pagal 3 KUHP berbunyli : "Aturan pidana dalam per
undang-undangen Indonesia berlaku bagli setisp orang yang
di luar Indonesia melakukan perbuaten pidana 44 dalanm
prahu Indonoaia?w
Pasal ini memperluas bekerjanya pasal 2 KUHP.

Pasal 4 KUHP berbunyi : “Aturan pidena dalam per
undeng-undangen Indonesia, berlaku dagi setiap erang
yang 41 luar Indonesia melakukan ke @

1. Salah satu kejahaten tersebut pasal-pasal : 104, 106
107, 108, 110, 11¢, bis ke I 127 dan 131.

2. Melakukan suatu kejahatan mengenai mata wang, atau
uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atsm Bank,
ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan merk
yeng digunekan cleh pemorintah Indonegia.

3. Pemalsuan surat kntang atan gertifikat hutang atas

tangsungan Indonesia atas suatu daorah, atau bagien

daerah Indoneeia, termasuk pula pemasukan talon tane-

da difidon atau tanda bunga yang mengikuti surat a-

tau sertifikat itu. Dan tenda yang dikeluarkan sebdba-

gal penggenti surat tersebut atau menggunaken surat
surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan se>

Sulyatno,SH., Op. Cit., hlm. 41.
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44

olah-0lah tulen dan tidak palsu.

4. 8alah gatu kejahatan tersebut pasal 438, 444, 446, me
ngenai pembajaljan laut, dan tersebut pasal 447, me-
nges:?l penyerahen perahu delem penguassean bdbajak 18-
ut,.

Dalam pasal ini kita dapati asas melindungi ke-
pentingan, baik nasional maupun internasional.

Pasal 5 KUHP

1. Aturan pidana delam perundang-undangan Indonesia
terlaku dagi warga negara yang 4i luar Indonesia
melgkukan § ke

a. Salah satu kejahatan tersebut dalam bad I dan
IXI suku kedua pasal-pasal 160, 161, 240, 279,
4500 d“ 45"-

b. Salak satu perbuatan yang oleh suata aturan-
pidana dalam perundang-undangan Indonesia di-
pandang sebagal kejahatan, sedangkan menurut

rundang~undangan negara dimena perbtuaten di
skukan diencam dengan plidana.

2. Penuntutan perkara sebagai dimakeud dalam (b) da
pat dilakukan juga jika terdakwah menjadi warga
negara sesudeh melakukaen perbuatan.i2

Dalam pasel ini di samping mengendung asas melin
dungi kepentingen nasional, juga terkeandung asae pereo
nal. ’

Pasal & KUHP :

Berlakunya pasal 5 ayat 1 (b) dibatasi sedemiki
rupa sehingza tidek dijatuhkan pidena.mati,ji
menurat perundeng-undangen negara dimema per

buatan magkan terhadapnya tidsk diencen de-

ngan pidana mati.13 '

Pasal ini juga mengandung asas melindungi kepen-

Y1g00ail0, Lec.0its
121944., hIm. 27.
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tingan nasional. Dimana menurut latar belakang pasal S

ayat 1 (b) sudah sewajarmmya jika diedaken timdbangen pu-
la terhadap maksimum pidana yang mungkin dijatubkan 44

sini dengan mekeimum pidana yang mungkin dijatuhkan mee
nurut EUBP asing tadi.

Pasal 7 EUHP :

2Aturan pidana dalam perundang-undangan Indone -
sia derlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indone
sia melakuken salah satu perbuatan pidana tersebut
dalam bad XXVIII buku kedua.

Pasal 8 KUHP :

%Aturan pidena dalam perundang-undangan Indone-
gia berlaku bagl nahkoda dan penu?eng perahu Indo-
nesia yang 41 luar Indonesia, sekalipun 4i luar pe-
rahu, melekukan salah satu perbuatan pidana terse-
but bad XXIX buku kedua, dan bab ke XIX buku ke~-ti-
ga. Begitupun pula, yang tdrsebut dalam peraturan
mengenal surat laut dan pos kapal 41 Indonesia, mam
pun "Schepen oxdonantie? 1927.14

Kedua pasal tersebtut di atas (7,8 } merupekan per

luasan dari ketentuen pasal 3, 4. Akan tetapi menurut 1
sl pasal 7 EKUHP ita memperluas pasal 5 KUHP karena keja
‘hatan yang dilakukan dalam hal jabatan. Sedang pasal 8
EKUHP, memperluas pasal 3 KUHP karena kejahaten yang di
lakukan tidek terbatas di dalam perahu, akan tetapi d4i
luar peralm.‘s

Pasal ini juga melindungi kepentingen pelayaran
Indonesia.

Pagal 9 RUHP @
“Berlakunya pasal 2 - 5, 7 dan 8 didatasi oleh

Y41v44,, nlm. 29.
15Bmlmng Pumomo,SH., Op.Cit., hlm. 64
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pengecualian~-pengecnalian yang diakui dalam hukum inter
nasional §16

Pasal ini mengendung makéud atau prinsip univer-
salitas. Prinsip ini melihat pada sesuatu tata hukum in
termagional, dimana terlidbat kepentingan bersama dari
semua negara di dumia.

Pasal ini juga mengandung pengecualian dimsna pe
ngecualian tersebut ditujukan kepada orang-orang bang-
sa asing yang memuat hukum internasional diberi hak ex-
territorialiteit, tidak boleh digangan gugat,sehingsza -
ketentuan-keotentuan pidana Indonesia tidak beflaku pae
danya dan mereka itu hanya tunduk kepada undang- undang
pidana negaranya sendiri.

Fereka itu ialah ¢

1. Kepala negara beserta keluarga dari negeri asahabat.
lMereka mempunyal hak exterritorial. Hukum nasional
tidak berlaku bagi mereka.

2. Duta-duta negara asing beserta keluarganya. Iercka
ftu juga mempunyai hak tersebut. Temnteng konsul texr-
gantung traktat.

3, Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di su-
atu negara sekalipun ada d4i luar kapal. Menurut hue
kum internasional kapal perang adalah territoir ne-
gara yang mempunyainya.

4. Tentara negara asing yang ada 41 dalam wilayah nega~
ra dengan persetujuan negara nu."’

Hengenal pengecualian tersebut di atas menurut
Prof. Mulyatno,8H. bagi negara kita harus digertai ca-
tatan, maksudnya ialah adanya panghkalan-pangkalan asing

16prot. Hulyatno,SR., Op.Cit., hlm. 5
T1psa,, mim. 50.
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dari negara-negara lain di deberapa negara yang Delum
atan baru saja merdeka. Selana masih ada pengkalan-pang
kalan asing ini, hal mana kita tentang sudah ada tanda-
tanda untuk menghapusken kecualian itu. Artinya anggota
anggota angkatan bersenjata asing dari pengkalan-peng =
kalan itu kalau melakuken kejahatan lebih~lebih  yang
menyangkut warga negara yang ditempati pangkalan harus
tunduk kepada hukum nasional dan diasdili oleh pengedile
an negara itu aenuri.‘a

Dengan adanya hak exterritorial itu tidak berar-
ti, bahwa mereka dapat bertindak sosuka hati eendiri,ds
Indonesia ini tidak sesuai deag- undang-undeng pidana
den peraturan polisi. Hemang mereka itu tidak dspat di
tuntut di Indonesia, akan tetapi terhadap mereka senan-
tiaga dapat dimajukan pengadusn kepada pemerintahnya,wa
kil deplomatik, pengaduan mana dapat disertai dengan
tuntutan untuk memanggil kemdbali wakil diplomatik 4dtu
dan untak menuntut pidana di negara sendiri.

Dengan telah diurainya pasael demi pasal ,maks se-
mua pasal-pasal darli pasal 2 sampal dengan pasel 9 se-
manya berkalt-kalitan sehingga dapat disimpulkan menja~
di sebuah asas yaitu apas berlakunya EURP di Indonesia
menurut tempat.

Sebagaimagna pasal 2 yeng mengandung asas territo
rial yang diperluas oleh pasal 3., Asas territorial ini
mempunyal dagsar logika hukum sebagal perwajudan atas ke
damnlatan negara untuk mempertahsnkan ketertiban hukum
44 dalam wilayah negara dan kepada siapa saja yang me-
lakukan perbuatan pidana berarti orang itu melanggar

8r0e.01¢.
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kotertiban hukum itu. Dapat dikataken pula bahwa asas
territorial bVerlakunya undang-undang hukum pidana 4ita
adalah merupakan aesas yang prinsip, sedamg yang lain di
pandeng asas perluasan, dan pengecualiannya.

Batas daerah atan wilayah negara menuyrut lhukum
jntemasional meliputi daraten atau pulau-pulan yangmen
dapat pengokuen, perairan lant sepanjang pentan gsejanh
tiga mil ( 3 x 1851 meter ) dan udara di atas daratan
termasuk perairen laaut.'?

Perlu diketahui bahwa perairan lemt tiap-tiap ne
 gara di dunia ini tidak sama ukurannya dari teanah pesi-
sir seperti Inggris raya, Amerika Serikat, Jepsng, Be=-
landa, menerima jauh tiga mil, ini selaku jarak resmi,
Finlandia, Swedia dan Nurweglia secara reemi menetapkan
enpat mil, Spanyol, Italy, Yunani, enam mil, Mexico sem
bilan mil dan lain-lain, Saudi Arabia, RPA, Indonesia :
12 m11.20
Tentang perbedasn ini telah dibahas oleh interna
sional lew commission dari PBB (United Nations) yeang da
lan sidang kedelapan (23 April - 4 Juli 1956) hanya sam
pal mengueulkan mengadakan sauatu peraturan tentang per-
aturan tentang territorial sea dalem pasal 3 yang berbu
ayi
-1« Panitya hukum internasional mengakui, bahwa prak

tek internasional tidaklah serupa perihal pemba
hasan lsut wilayah.

2. Panitya menganggap, bahwa hukum internasional ti
daek menmbolehkan memperiuas jarak lant wilayah i-
tu sampai lebih dari 12 mil.

19pambang Purnomo,SH., Op.Cit., him. 59

2044 wvono maoukoro.sa., iy
nesia, Sumur, Bandung, 1976, hlm.
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3. Panitya tanpa mengembil pemutusan tentang Jarak
lant wnm al batas itu, mencatat pada sua
ta pihak, dahwa anyak negarg-negara menetapkan
Jamk it aemg: lebih dari 3 mil dan pada lain

yak nogara lain tidak mengakui
iax-m: 1euh deri 3 mil itu, apabdbile jJarak dari
aut wilayah negara itu sendiri kurang.

4. Panitya memandang, bahwa sebaiknya jarak dari la
ut wilayah itu kemudian ditetapkan dalam euatu
komperensi internasional.21

Menurut penjolasan dari panitya hukum internasio
nal mengenal rumugan yeng sangat samar-samar ini, dice-
babkan oleh adanya tidak kurang dari 1lima (5) pelbagal
pendapat di antara para asnggota panitya tentang apa
yeng sebaiknya dapat dianggap 2ebagal hukum internasio-
nal. Panitya tersebut berkata, bahwa hukum internasio-
nal tidak mengisinken perluasan laut wilayah sampai le-
bih dari 12 m11.22

Oleh karena itu panitya tidak berani mengadakan
suatu putusan tentang apa yeng sebalknya harus dipan -
dang selaku hukum internasional yasng dapat dianggap ber
laku tentang jarak luas dari laut wilayeh.

Dengan demikian kita semua masih menunggu ada su
atu komperensi internasional yang mun mengakhiri ke
tentuan temtang hal ini.

Bagi Indonesia berlaku undang-undang ordonantie
tanggal 18 April 1939 staats blad 1939 no. 442, mulal
berlakn pada tanggal 25 September 1939 yang dinamakan
“Territorial "ecee em maritime kringen ordonantio 19399,

Dalam undaeng-undeng ini mulas-mula dipertahankan
pengertian laut wilayah dengan jarak luas tiga mil di-

:;;ggga. hlm. 14
400,Cit.
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hitung dari titik tempat mulai, ada air leut dalem wake
tu air sumt.2’

Akan tetapi batas wilayah perairan laut Indone -
sia yang 6 emula berdasarkan traktat staats blad 1939 no
442 fitu tidak lagi sesual dengan keadasn geografis In-

donesia, maka untuk itu dikeluarkan peraturan tersendi-

ri melalul pengumuman pemerinteh tanggal 13 Deaemder
1957 no. 8. 2351/ 12/57 yang menyatekan bahwa perlu mem
berikan corak tersendiri bagi wilayah Indoresia menyim-
pang dari ketentuan yang sudah ada dengan menetapkan Re
gara Indonesia adalah termasuk perairan pedalaman yang
berada di entara ribuan pulau dan batas perairan laut -
gejanh 12 mil diukur dari garis-garis penghubung padsa
titik-titik terujung dari pada pulau-pulau Indonesia .
¥Wilayah perairan laut Indonesia tersebtut telah ditetap~
ken dengan UU no.4 tahun 1960. Sedemgkan perairan peda~
laman diatur oleh peraturan pemerintsh no.8 tahun 1962
tentang lalu lintas laut damai bagi kendaraen air milik
asing, yang dapat dihubungkan pula dengan pengumumen pe
merintah RI tanggal 17 Pebruari 1969 tentang landas kon

tinen Indonesia karena kemungkinan~kemungkinan yang se~

cara langsung atan tidak langsung menyangkut yurisdikei
Indoneeia.“

Akan tetapi pada tanggal 21 Maret 1980 pemérin-
tah mengeluarkan pengumuman tenteng Zona ekonomi eks-
klusif, untuk menertibkan keedasn ekonomi Indonesia,ber
dasarkan Undeng-undang RI. no.5 talmn 1983 (1¥.1983 no.
225) terdapat dalam bad II pasal 2 yang berbunyi 3

231v1d., nis. 15

24Bambeng Purnomo,SH., 0p.Cit., hlm. 59.
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Zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jJalur da
ri luar dan berbatasan dengen laut wilayah Indone-
sia seobagaimana ditetapkan derdasarkan undang -« un=-
deng yang bverlaku tentang perairan laut Indonesia,
yeng meliputi dasar laut tanah di bawahnya dan air
di atasnya dengen batas terluar 200 mil laut diukur
dari garis pangkal laant wilayah Indonesia.25

Rueng udara wilayah Indonesia di atas daratan
den perairan laut mempunyai batae-datas yang ditetapkan
menurut konverensi Paris 13 Oktober 1919 serta staats-
blad 1939 no. 100. Batas-batas rueng udara yang tidak
terbatas tingginya itu eeckarang perlu pemikiran kembali
berhubung dengan perkembangan tehnologl di bidang ruang
éngkaca, terutema terhadap kejadian-kejadian yang bera-
da di dekat atan di seberang bates udara atmoafir, wi-
layeh Indonesia sccara politis meliputi daerah - daerah
bekas Hindia Belanda dahulu sesuai dengan cita-cita Pro
klemasi 17 Agustus 194526

Di muka telah dijelaskan bahwa asas territorial-
dalem pasal 2 KUHP diperluas oleh pasel 3 yang Dberbu-
ayi

Aturan pidana dalam perundeng-undangan Indonesia
berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia me
t:gng_?n perdbuatan pidana di dalam perahm Indone~

Akan tetapi pasal tiga §3)dari KURP ini menda~-
rat perubashan dan penambahan yang disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 1976 oleh Prosiden Soeharto 8¢~
- hingga berbunyi

._ SDr. A. Hamzah,SH., Laut torritoric
an_Indonesia (Himpunan oxdonansl, undang-undans der
einnya), Akademika Presindo, 1984, Rim. 343

T "A_ Cit.
" 'Mulyatno,8E., KUHP, hlm. 3
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Ketentuan pidana di dalam perundang-undangan In
donesia derl bagi setiap orang yang di luar wi-
layah Indonesia melakukan tindak pidana di dalame
kendaraan alr atau pesawat udara Indonesia.28

Ketentuan ini berarti memperluas asas territori-

aliteit yaitn delam perahu/pesawat udara Indonesia yang
berada di luar wilayah berlaku peraturan hukum pidana
Indonesia, dan dapat diartikan pula penyimpangan asas
territorialiteit karena bagi setiap orang di dalam pe-
rahu/pesawat udara torssbut berlakunya peraturan hukum
pidana Indonesia meskipun berada di1 luar daerah.

Menurut anggapan Fompe yang dikutip oleh Mr.Tres
na dalam bukunys Asas-asas hukum pidana, yang dimaksud
dengan peralm atau laut pelayaran itu harus dianggap se
gala alat yang dapat berlayar, geperti perahu-perahu pe
nyelamat kecelakasmn, kapal-kapsl untuk pelesiran dem la
in-lain .29

Meaurut D.H. Suringa yang dikutip oleh Bambang-
Puromo, memperingatkan bahwa ketentuan seperti terse-
but dalam pasal 3 itu tidak dapat diartikan perahu ge-
bagai wilayah territorial atampun wilayah exterritori-
anjteit. Di perairan lautan bobas dapat diakui sebagel
territoir hanya bagl perahm jenis kapal perang den kae
pal dagang.’o

Oleh karena itu setiap orang yang melakukan pere
buatan pidana dalem perahu Indonesia itu berlaku perun-
dang-undangan hukum pidana Indonesia apabila berada di

287 v1d., hlm. XXXV

>« fresna, Asae
karte, 1959, hlm. 206

Ppembang Purnomo,8H., Op.cit , hlm. 60

8, Tiara, Ja-
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dalan wilayah Indonesia, 41 lautan bebas, dan 44 wile~
yah negara asing sepanjang tidak ada aturannya dari ne-
gara asing itu. Juga sda kemungkinan besar bagli perahm
Indonesia yang berade di wilayah negara asing berlaku-
dua peraturan hukum pidana dari Indonesia dan negara-
asing, sehingga bagl terdakwa akan dituntut lebih dahu-
lu oleh pengadilan negara asing, kecuali apabdbila ada
perjanjian penyerahasn dapat ditarik dalam pengadilan In
donesia.”

Sedang dalam pasal 95 KUHP yang disebut peram
Indonesia adalah perahu yang mempunyal surat laut ataa
pas kapal, ateau surat ijin sebagal penggantinya sementa
ra menurut aturan-aturan umum mengenal surat laut dan
pas kapal di Indonesia.%

Di dalam pasal 3 KUHF tersebut mencakup pengerti
an perahu dan kapal sehingga perbuatan pidana yang ter-
Jadl dalam alat-alat perlayaran teorsebut dapat dituntut
oleh pengadilan Indonesia.

Lalu timbul persoalan, apakah perbuatan pidana
yang terjedi delam kapal udara dapatkan pasal 3 EUHP
tersebut diperlskuken ? Dajam hal ini ada dua pendapat

a. Tidsk dapat begitu saja diperlakukan terhadap kapal
udara.

b. Bisa saja diperlakukan, yaitu dengan cara dianalogi~
kaen kepada perahn.”

Menuxrut hemat penulis tindak pidana yang terjadd
dalam kepal udara dapat diperlakukan pasal 3 KUHP gsebab

M100.01t.
321yatne,5H., Op.Cit., hlm.46

”Bambang Parnomo,88. Op.Cit., him. 61
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pasal 3 KUHP tersebut sudah diperluas dalam Undang- Un-
dang no. 4 tahun 1976 sebagaimana telah penulis Eebute
kan di atas. Adapun yang disebut pesawat udara Indone =
sia menurut pasal 2 Undang-undang no. 4 tahun 1976 yang
bertunyi :

Nenambah 3 (tiga) pasal baru dalam bad IX Eitab-
Undeng-undang Hukum Pidana setelah pasal 95 yang
berbunyi sebagal berikut

1. Pasal 95 a.

(1) Yang dimsksud dengan pesawat udara Indonesia
gdalag pesavat udara yang didaftarken di In-
ONoai8.

(2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia ada=-
lah pesawat udera aeing yang disewa tanpa a-
wak pecawat dandioperasiken oleh perusahaan
penerbangan Indonesia.

Yang dimaksud dalam Ppenerbangan" adalah sejak
saat semua pintu luar pecawat udara ditutup se-
telah naiknye penumpang (embarkaesi) sampal saat
ggtu dibuka untuk menurun penumpang (digembarka

Dalam hal terjedi pendaratan darurat penerbsngan
dianggap terus berlangsung sampal saa pengua=
B8 berwenang mengambil slihkan tanggung Javad
atas pesawat udara dan barang di dalamnya.

3. Pasal 9% c.

Yang dimaksud dengan “"dalam dinas® adaleh jangka
wvaktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak
darat atau oleh awsk pesawat un penerbangan
tertentu hingga setelah 24 jam lewat sesudah se~
tiap pendaratan.%4

Dengan sdanya perluasan-pariuasan semacem tersee
but di atas, kiranya dapat dibuat guatu konstruksi pemi
kiran bahwa pada dasarnya dikenal suatu asas territorial

3 miyatno,SH., Op.Oit., hlm. XXXVII
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bagl berlakunya Undang-undeng Hukum pidana untuk meme
pertahankan kedanlatan hukum di dalam wilayah negarada
untuk kepentingan nasional yang wilayahnya dapat diper-
luas untuk jalur lsut dan ruang udara, sedang kepenting
an nasionalnya dapat diperluas ke luar wilayah negara -
untuk kepentingan nasional aktif den kepentingamn nasio
nal pasif dan bagl nasional pasif diperlues dengen uni-
versalitas.

Atas dasar pemikirasn tersedut di atas, maka da=-
lem KUHP, dengaen asas territorial ini belumlah ocukup un
tuk melindungi kepentingan territorial dan nasionalnya,
sehingga diperluas dua perluasan dengan asas nasiongle
ektif yang diatur dalam pasal 5 dan 6 KUHP, dan nasio
nel pasif yang diatur dalam pasal 4 ke 1, 2 , 3 pasal 7,
8 KUHP. Sclenjutnya asas nasional pasif méﬂlh perlu di
perluas dengan asas universelitas yang diatur dalam pa-
gsal 4 ke 2 kalimat pertema dan ke empat.

Asas personality (nasional aktif), terdapat da-
lam pasal S EKUHP yang berbunyi :
1. KEetentuan pidana dalem undang-undang Indonesia bYer-
laku bagi warga negara Indonesia yang moelakukan :

ke - 1. Salah satu kejahatan tersebut dalam bab I,

dan bab II buku ke II den pasale-pasal 160 ,
161, 240, 279, 459 dan 451.

ke - 2, Salah satu perbuatan yeng oleh salah satu @
turen pidana dalam undang-undeng Indonesiadi
pandang sebagal keojahatan, sedangken menurut
perundeng-undangan negara dimana perbuatan di
lakukan, diancam dengan pidana.

2. Penuntutan perkara sebagal dimaksud dalam ke 2 dapat
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dilakuksn juga jika terdakwa monjadi warga negara ge
sudah melakukan perbuetan.”

Aoas persenaliteit (nasional aktif) yeng terse-

but di atas dapat didagl menjadi tiga golongan masalah,
yaitu 3

b,

Pgda gyat 1 ke 1 menentuken beberapa perbuatan pidae
na, yang uembahayaken kepentingan nasional bdagi Ine
donesia dan perbtuatan-pertuatan itu tidak dapat di-
harapkan dikenal pidana ataupun sungguhe-sungguh une
tuk dituntut oloh undang-uadang Hukum Pidana negara
asing, oleh karena pembuat deliknya warga negara Ine
donesia dan karena kurang perhatian terhadap kepene
tingan khusus negara Indonesia, maka pada setiap war
ge negara yang 41 luar wilayah Indonesia melakukan
poerbuatan pidana tertemtu, berlaku KUHP Indonesia.

Ayat 1 ke 2 memperluas ketentuan golongan pertama de
ngan syarat-gsyarat bahwa perbuatan-perbuatan yang
terjadi harus merupakan kejahatan menurut ketentuan
EUHP den Juga bherus merupekan pidana yeng dieneam de
ngan pidasna oloh undang-undang hukum pidana asing.
Jadi semua kejahatan dalam KUHP praktisnya mengikuti
wvarga negara Indonesia di luar negeri dengan pengecu
alian terhadap pertuatan yang menurut hukum pidana -
negara asing tidak dapat dipidanea sama sekali.

Ayat 2 darl pasal 5 maksudnya ialah untuk menjaga ke
mungikinan bahwa seecorang yang setelah melakukan per
buatan pidana itu menjedi warga negara Indonesia,
dengan jalan naturalicael kemudian datang menetap di
Indonesia sehingga ia sedagal warga negara tidak gkam

35R. soesilo, Op.Cit., hlm. 28.
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dapat diserahkan kepada negara di mana ia melakukan
perbuaten itu yang juge di negaera tersebut diencan
dengen hukuman. :

Di dalam kejadian demikian, maka ia dapat ditun
tut di Indonesta.>®

Ketontuan 41 dalam ayat 1 pasal 5 ke-2 itu oleh
pasal 6 diperlunak, dengan ketentuan bahwa tak dapat di
kenakan hukuman mati atas perbuatan terhadap mana 4i ne
gara di mena porbuatan itu dilakukan tidak diancam de-
ngan hukuman matl.”

Asas nasional pasif ialah asas ymg menyatakan -
berlakunya undang-undang Hukum Pidana Indomesia di luar
wilayah negara bagl setiap orang warga negara atau crang
asing yang melanggar kepentingan hukum Indonesia, atan
melakukan pertuatan pidana yang membahayekan kepenting-
én nasional Indonesia di luar negeri.

Asas ini dititik beratkan kepada perlindungan ke
pentingan nasional yang dibahayakan oleh perbuatan pida
na yang dilakukan sescorang di luar negeri seliingga ga-
sas yang demikian ini juga dapat disebut asas perlin =
dtmgm.gg

Sebagaimaena tersetut di atas bahwa pasal- paesal
yeng mengandung asas perlindungan ialah pasal 4, 7 dan
8 KUHP, pasal 4 ke-1, 2 bagian akhir dan ke-3 KUHP mee
agandung asas perlindungen dengan alasan menilik kejo-
hatan yang emat penting karena menyangkut langsung mar-
tabat negara dan kepala negara, pemerintah keamanan ne-
gara maupun dalam keuangan/perekonomisn negara.

:Bamb&ng Purnomo,SH., Op.Cits, hlm. 62-63.

L00a01%, 38L00,01%. P1nd., him.64



58

dsas perlindungan dalam pasal 4 EUHP diperluas -
oleh pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Rumusan vasal T KUHP di
maksudkan untuk memperlakukan undang-undang hukum pida-
na Indonesia 41 luar wilayah bagi setiap pejadat Indo~
nesia yeng terdiri dari wargae negara atau orang asing.
Sedangkan pasal 8 knnr menentukan Undeng-undang Hukum
Pidana Indonesia di luaé wilayah bagi nakhoda den penum
pang perahu Indonesia yang sekalipun sedang berada di
luar perahu melakukan perbnatan pidena yang bermbungan
de ngan yalayaran.“o

Azas universaliteit cialah asas yang menyatekan
setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat di
tuntut Undang-Uncdang Hukum Pidena Indonesia 44 luar wi-
layah negara untuk kepentingan hukum bagl seluruh  due
nia. Akan totgpi tidak seamua kepentingan hukum 4i dunia
aken mendapat perlindungan, melainkan hanya untuk keja-
hatan yeng menyangkut tentang keuangan dan pelayaran.41

Adapun pasal yang mengendung esas universal ter
sebut adaleh pasal 4 ke-2 kalimat pertama dan ke-4 yang
isinya melindungi kopentingan hukum dunia dif mana hal
-tersebtut merupakan manifestasi dari pendirisn bahwa ti-
ap~tiap negara berkewajiben untuk ikut melakeanckan ta~-
ta hukum gedunia.

Akhirnya dapatlah disimpulkan dari ketentuen pa=-
sal 4 s/d pasal 8 KUHP bermaksud mengatur gecara terpo~

rirol atas pertuaten pidena tertentu dan dapat diberla~-
kukan di luar wilayah Indongsia,

Jadi peda dasarnya dapatlah dimengerti adanya

Jge "L H-TR

ﬂQoC&t:
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jalan pikiran bahwa masih dirasakan kurang sempurna a-
tas jaminan hukum bagl kepentingan bangsa dan negara ha
nya dengen asas nasional yang aktif, asas nasional yang
passif dan asas universal yang dipakal sebagei dasar

berlakunya perundang-undangan hukum pidena di Indonesia,

Sedengkan pasal 9 KUHP mengandung asas atam hak
exterritorial yalitu merupakan pengecualian-pengecualian
dari ketentuan pasal sebelumnya. Oleh karena itu 41 si-
ni tidak akan penulis urail secara terperinei.

B. Analiea tentang asas berlakunya Hukum Pidana lslem

Pada dasarnya syeri'at Islam buksn syaritat re
gional, melainkan syari'at universal yang diturunkan un
tuk duniz seluruhnya dan buken untuk sebagian msnusia
saja, melainkan untuk seluruh manusia. Jadi syaritat Is
lem itu merupakan syari'at internasional bukan untuk
sesuatu golongen atau bangsa saja, bukan pula untuk be-
nua tertentu. Syaritat itu ditujukan kepada orang-orang
muglim maupun bukan muslim, kepada penduduk negeri-ne-
geri Islam, ataupun bukan. Sebab Nabi Muhammad esaw. di-
utus ke dunia ini sebagali rahmat bagi seluruh penduduk
alam,

Sebagaimana firman Allah swt. :

A AN = W A TG

Artinya : "Dan tiada Kami mengutus kamu (Muhemmad) me-
' lainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta a-
1amp*2

4’;"I’mpar'l:emen Agama RI,, Al-Qur-an dan teraemeg-
nza,fayasan penyelenggara penterjea -QUr=an, ar
8y

971, hlm.
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Dan juga firman-Nya :

, A : \ ‘.
4 !mc)f.cﬂ‘ > \.zﬁ?rﬁ\/“)\()yf‘:/ le O’\‘)\%‘\\—dﬁ_
Artinya : "Katakanlah hai Muhammad : Wahai sekalian wma

nusia sesungguhnya Aku seorang utusan Allah

kepadamu sekalian,*3

Dan juga firman-Nya :

_ YA JVEISWELEN (;y\A___/)S A_s&é'\;‘(:;,)\«_juzu’ 2
Artinya : "Dan Kami tidak mengutusmu kecuali kepada se
luruh manusia.44

nalam Hadits juga disebuikan dari Jabir bin gb -

dillsh ;
L dconh C;J\J{JFlQC>CJ;—>¢J\‘L=—*cf$-gfi_r\f>\:)«4%l
Codeo o gl s s Czuﬁ}\,L%JAAL)LCé¢9'qu\cfgikl)ré
— 5, 5\ ! SIS AVIAIRY d’gbﬁ\mopzﬂ\f_é
'cﬁ»&\}c)‘(}—’ Ae N9 e day Nmde Sl
_ar s N crmes C}‘Jlu\{ DA TR IO N P
- ")»)KA.C:VLL—)\C;A\CJA&??_g'ch49\¢n_
_<C.§J\-'ﬁj\o\,9_/_>' -

Artinya wJabir bin aAbdillah menghabarkan, bahwasanya
Nabi SAW bersabda : " Aku diberi lima macam

yang tidak diberikan kepada seseorang sebe-
lum Aku yaitu ; Aku ditolong dengan kegenta-
ran musuh sejauh satu bulan perjslanan dan
pumi ini dijadikan bagi ku sebagai  Masjid

431pid., hlm. 247



61

dan alat bersuci, dimana datang waktu seu-
banyesng dibolenkan bagi ummat Ku sholet di
sana, dan dinalabikan bagi ku rampasan perang
dan tidak dihalalkan bagl seseorang sebelum
ku, dan aku diberi izin untuk menolong uamat
di hari gqiysmat, nabli-Nabl yang dshulu diu -
~ tus untuk kaumnya saja, axu diutus untuk .ma
nusia selurunnya. ( Hie Buhafy ).45
jemun demi xian veruubung tidak semua oran;  We
meluk Agama Islesm, sedangkan syari'at Ialau tidax wung
kin biss dipaksakan kepada orang yahg bukan ]Islam, wmaka
syari'at Islam hapye dapat diterapkan di ne,eri- negeri
yang bersda di tangan kaua Muslimin.
Sebagaimana firman Allsh : -
s e s ds oD oA
:ftinya : "pidax ada peksean dalam Agama sesungguhnys - ,
telan jelas jalan yang benar deri yang‘aalah.4°
pengan begitu pengetrapan syaritat Islam Dberpau-
tan dengan kekuassan ksum muslimin, Aertamoan luas dae-
rah yang dikuasai oleh ummat Islaa, bertambash luas pula
deersh pengetrapaunya, demikian pula semakin surut keky
asaan unmat Islsm sewakin seapitlah batas-batas Syari?
at Islam didalamuya.

xeadaan itulsh yanys wenysebauxan syaritat Islam -
menjadi syari‘'at regiousl (walau dasarnya adalau Alsmis.

45,1 -puknary Abu Abdillan bin Isweil, ghahib Bu-
khary, Juz I, dektabah Hasiriyan, Mesir. tt. nlm. 92

46D8partemen Agama, gg-cit. hluw. oo
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atau universal.

_ Oleh karena ita dapatlah penulis simpulkan bahwa
sesungguhnya gyari'at Islam peda dasarnya adalah syaril
‘at alamiyah (atam bersifat internasional) bila dilihat
dari eegi asalnya dan merupakan gyari'at territorial
(4qlimiyah) apabila ditinjau dari segi penerapannya.

Dari uraian d4i atas penulis memandang perlu mem-
bicarakan tenteng negara-negara Ielam dan negara-negara
yang bukan Islam dan siapa-siapa pula yang menjadi pen-
duduknya karena nantinya akan berkait~kaitan dengan ma
salah jika nanti ada yang melakukan tindak pidana, hu-
kum yang manakah yang dipakai sehingga jelas asas~ asas
yang berlaku dalam hukum pidana Islanm.

Jumhur Fugaha Islam memdbagl dunia ini kepeda dua
bagian yaitu
1. Negeri Islam (Darul lslam) .
2. Negeri bukan Islam (Darul Harbi).47

M. 1. Darul Islam (Negeri Islam)

HMenurut Abdul Qadir Audah yang termasuk nege?&
Islam ialah negeri-negeri di mana hukum-hukum agama Is-
lam nampak di dalamnya atau negeri-negeri di mama pen=-
duduknya yeng beragama Islam bisa menjalankan hukumehu-
kum Islam, 49

| Henurut Abu Z2ahroh 3 Darul Islam adelsh suatu ne
gara yang memerintah dengan kekuasaan ksum muslimin, ke

4Tabdul Qedir Audah, A
iany, jus I, Maktabah Darul {

“Yp1d,, nlm. 275
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wajiban keum muelimin mempertahankan hukumnya fardla ki,
fayah bila musuh belum memasuki negara itu, tetapi akan
menjadi fardlu 'ain bagi setiap muslim apabila musuh te
leh memasuki daerah itu.!’

Henurut Hasdbi Ash-Shiddiqy, Darul lslam ialah ne
geri-negeri yang di dalamnya dhohir segala hukum Islanm
atau ponduduknya yang muslimin dapat mendhahirkan di da
lemnya hukum-hukum Ielam.>’

_ Dengan definisi di atas terdapat tiga unsur une
tuk membentuk suatu negara lIslam yekni @

a. Harae ada pemerintahan yang dikuasal kaum puelimin
b, Harus ada dasrah tertentu
¢. Harue mempunyal rakyat.

Yang menjadi penduduk darul Islam ini ada dua ma

cam yaitu

a. Pemeluk-pemeluk agama Islam yaltu gemua orang yang =«
yereaya kepada agama Islam.

b. Orang Dzimmy yaitu mereka yang tidak memeluk agamals
lam tapi tunduk kepada hukumehukum Islam dan menetap
41 negeri lalan, tanpa memandang kepercayazsn  agama
masing-masing smm orang-orang Yahudd,Nasreni, Ha
Jusi dan lain-lain.”’

Di semping ada penduduk darul Islam yang menetap
di negeri Islem Jjuga penduduk darul Islam yang tidak me
netap di negeri lalam, maksudnya gsementara gaja yalita

49%“. Atu 33]!!8]! :) Alagqootut adguliyvaty
) § » 8lih bahasa Hoh. 80 A HAsean LO LT, bul
& Jakma. 1973, hlm. 61.

5%qn, Hagbi Ash-Shiddiqy
4 ’ Cet.I, Mm

2V Avdul Qadir sudah, Op.0it., hlm. 276.

S}.,
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Husta'min.

Ad. 2., Daarul Hardi (Negzeri Non Islam)

Yang termasuk negeri-negeri bukan Islam ialah ne
geri-negeri yeng tidak termasuk dalam kekuasaan kaum
maglimin atau negeri-negeri di mana hukum-hukum Islam
tidak nampsk baik negeri-negeri ita dikuasai oleh sata
pemerintahan atam bederapa pemerintahan, balk peaduduk-
nya yang tetap terdiri dari keum muslimin atampun bu-
kan. 52

Menurut Abu Zahroh bahwa ahli hukum Islam mempu=-
nyal dua pendapat tentang defirisi dasrul hardi :

a. Daarcl Harbl ialah suatu negara yang kekuasaan dan
pertchanannya di tangan bukan penguasa buksn muslin-
in, den tidak mempunyal jemji apapun dengan kaum mus
1imin yang akan mengatur hubungan-hubungan mereka.

b. Definisi yang dibtunat oleh Abu Hanifah, golongan Zai-
di, beberapa ahli hukum lainnya. Hereka imi berpen~
dapat, bahwa suatu negara tidak meati menjadi dasml
harbi semata-mata karena kekuatan dan pertghanan ti-
dak di tangan kaum melimin, tetapl ada tiga syarat
maka suatu negara menjadi daarul harbi antara lain @

1. Bahwa kekuasaan dan pertahanan tidak di tangan ka
un muslimin gedemikian rupa sehinggsa di dalam ne
gara itu tidak dapat dijalenkaen hukumehukuz Ig=-
lam.

2. Bahwa negara yeng kekuasaan dan pertahanannya ti-
dak di tangan kaum muslimin itu, bertetangga de-
ngan Daarul Islan dan dikhawatirkan suatu serangen

52/ qpad,, hlm. 277 3

™
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aken datang dari pihekmya.

3. Bahwa orang muslim atau ahli Deimmy d4 negara Is
lam itu tidak menikmati keamanan pertama/keamenen
yangdnikmati orang-ofmg muglim atan ahli Dsimmy
sebolum kekuagaan mereka diambil alih oleh bukan
muslinin yang memungkinken mereka berdiam di ne-

w&.gﬁ
Penduduk Daarul Harbi ada dua macam 3

a. Harbiyun
b. Orang-orang yang beragama Islam.

| Warga negara daarul harbi yeng tidak beragaema Is
lam disebut Harbi. Orang harbi ini tidak terpelihara
darah dan hartanya serta keselamatannya. Orang harbi
yang tidak eda perjanjian dengan dearul Islam tidak di
benarken masuk ke dalam daarul Iglam, dan bila masuk
boleh dibtunuh dan boleh 5%“13 disita hartanya atau boleh
ditawan dan diberi maaf. -

Jika orang harbi memdapat ijin masuk ke daaraul Is
lam maka mendapat keamanan khusus dengan suatu perjanji
én yang disebut Musta'min. Orang int terpelihara harta
dan jiwvanya dalam waktm yang torbatas sesuai perjanjian
Apadila telah habis waktu yang diterikan kepadenya\ dia

kembalt menjadi harbi tidek lagi terpelihara jiwva dan
hartanya >

Sedeng orang Ielam yang tingzal di Daarul harbi

tidak berhijrah ke daarul Islam,para ulama berbeda pen-
dapat 1 ’

55 gta gehrah, Op.Git., hlm. 63
>47H. Hasbi Ash-8hiddigy, Op.0it., hlm. 18
.09 Cit.
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Menurut Imam Syafi'i, Nalik, dan Ahmed, mereka sa
ma dengan muelim yang tinggal di dasrah dasrul Islam,
yalmi terpelihara jiwa dan hartaenya, walanpun menetap
di daarul hardi dalem jangka waktu yang sangat panjang.

S8edang menurut Abu Hanifah, Kaum muelimin yang
tinggal 41 daarul harbi tidak terpelihasra darah (jiwa )
dan hartsnya karena berada di negeri pereng.’®

Dan makoud membagl alam kepada daarul Islam dem
daaral harbi ind dukanlah untuk menjadikan alam ini ko~

bawah dua pemerintahan ateu dua politik. Namun membagl
alam ini kepada dua bagian yaitu Daarwl aman bagl para
ouslim dan Daarul khauf dan I'da' (permusuhan) bagl pe-
ra maslim dan untuk menerangken hukum~hukum yang borla-
ku atas orang-orang yeng bermukim di tiap-tiap daar itu
ataa negara itu.”’

Di samping pembagian alam kepada dua bagian sge~
perti tersedut di atas ada sebagian fuqoha' di antera -
nya Abu Zahrah, membagl alam ita kepada tiga bagian an~
tara lain :

a. Daarul Islam NA© W
b. Daarul harbi L:Aj;‘%% ‘2 ,-
e. Daarul 'amdi A\ TpE I D28

Karena daarul Iselam dan daarul harbi pengertian=-
nya gudah dibahas pada bab terdahnlu, maka penulis he-
nya akan membahas pengertien daarul 'ahdi saja.

Daarul ‘'Ahdi menurut Abu Zashrah ialsh suatu wi-

°® 1pid,, him.19
>T1v4., ma. 51
28 Abu gahrah, Op.Cit., hlm. 61
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layah negara yang tadinya wujudnya hanya dikira= kira -
ken saja adanya, bagl kepentingan pembahasan ilmiyah,
tetapl akhirnya terdapat dalam kenyataan, yaitu negara-
negara yang tidak tunduk kepada kaum muslimin dan tidak
pula masuk ke dalam pemerintahan Islam akan tetapi menm-
punyal perjanjian dari semula sebelum perang dengan ka=
um muelimin atan pada permulaan perang. Yang dikormati
oleh pemerintah Islam dan mempunyal kedaulatan sekali -
pun kadang-kedeng tidak penuh.?

Hegara=-negara toersebut mengadakan perjanjian ke-
tika kaum muslimin menyuruh mereka memilih entara per-
jJanjian aten masuk Islam atan perang dan mereka memilih
perjanjian damal dengan penguasa muslim menurut syarate
gyarat yeng ditentuken oleh kedua belah pihak. Syarat-
gyarat itu tidak sama tetapi berlainen bBerat ringannya,
menurut yang disetujui kedua belah pihak, dan menurut
lemah dan kuatnya negara atem suku itu.

Daerah-dserah yang termasuk daerah Islam menurut
Prof. . Basbi Ash~-Shiddiqy ialah bahwa segala negeri
yang di dalam negeri itu ada kekuasaan umat Islam yang
menetap di situ berjumlah banyak atau berjumlah sedikit
dipandeng Daarul Islam. Demikian pula segala negeri
yang masuk ke dalam dsimmah umat Islam yang penduduknya
mengalui dan diharuskan mengikuti hukum-huium Islam wa-
laupun di gana tidek ada orang Ielam. Juga setiap tem~
pat yeng didiami oleh umat Islam yang gsanggup menampake
kan hukum-hukum Islem tanpa ada suatu halengan. Masuk
Juga ke dalem daarul Ielam segala daerah yang masuk ke
dalam kekuasaannya, seperti : Bukit, padeng gurun ,

591bid., him. 65
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eungal, danen, pulau dan sebagainya eerta angkasa yang
41 atasnya.®C

Juga masuk dalam hukum daarul 1slam segala tem=
pat, di daarul harbl yang menjadi kamp bagi tentara Is
lam, kapal-kapal perang Ielam.

MNasalah lantan, sebenarnya hukum asal di dalam
lslem lautan itu milik usum tidek menjadi milik perse-
orangan. Hal ini sesual dengan undang-undang internasioc
nal, sedangkan syari‘'at Ielam tidak menghalangi kita
menjadiken perairan itu masuk ke daerah negara yang me-
niliki tepi pantainya kepada batas yang tertentu.®!

Mengenal perahu dan kapal, Ulama berbeda penda
gat. antara lain ¢

Menurut teori Imam Malik, Ae-Syafi'i den Almad;
menjatuhi hukumen terhadap jarimah-jarimah yang dilaku-
kan d4 dalam bahtera, kapal-kapal dagang baik yang ber-
gda di perairen yang masuk perairan daarul Islam, atau-
pun peralran-perairan daarul harbi atau lautan bebas.

Henurut Abu Hanifah den sahabatnya tidak nenja-
tuhi hukuman terhedep jarimah-jarimah yang dilakukan da
lam kapa l«kapal itu apabila dia berada di perairan yang
masuk ke daerah daarul hardi dan menjatuhi hukuman apa=~

bila kapal itu berada dalam perairan dasrul Islam den
lautan bebas. 5?

Peori-teori terscbut 41 atas dapat juga diterap-
kan di atas kapal terbang.:

- 0'gm, Haeby As-Sniddigy, Op.Cit., him. 34
°l 1p1d., M. 35
6210c.08t.
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Telah ditegaskan bahwasanya eyari‘'at Iolam pada
asaenya adalah syari'at alamiyah atan universal, akan
tetapl menurut kenyataan praktisnya, syari'at itu ber-
sifat iklimiyah atan regional dan territorial, akan te-
tapi sampai di mana nasionalitas dan territorialitas eya
ri'at Islam ?. Apakah syari'at Ielam diterapkan atas
tindak pidana yang terjadi di dasarul Islam, maka apakah
diterapkan oyari'at Islaem atas penduduk daarul Islan =
yang melakukan tindak pidena ketika mereka berada didaa
Tal haerdbi 7

Pada dasarnya syari'at Islam horlalku atas Jari-
mah-jarimah yang diperbuat di negeri Islam, tampa meman
dang siapa pembuatnya dan berlaka pula atas jarimahejae-
rimah yang diperbtuat di negeri bBukan Islam oleh pendu-
Quk negeri Iolanm.

Akan tetapi karena keadaan yang ayata tidak mee
mungkinkan penerapan syari'at Islam keewali di ° negeri
negeri Iolam dan pada pendudulnya, meka apa ysmg dapat
dilaksenaken ialah penerapsn syari'at Islam atas Jari-
mah-jarimah yang terjadi di negeri-negeri Islem meeki -
pun peptuatnya btuken orang mualim, sebadb peresapan de.
mikian bisa diwmjudkan Juga syari'at Islam hanya dapate
ditetapkan atas Jarimah-jarimak yang terjadi di negeri-
negeri tukan Islan oleh penduduk Iglam tidak bisa dite-
repkan ayari‘’at Iolam karema kesdaan yang tidak memunge
kinken. Hal ini gesuai dengan esap nasionalitas den tor

ritorialitas yang menjadd dasar berlakunya hukum pidana
positie, )

Cara Yerlakunya syari‘'at Iglam gseperti tersebdut
di atas disepakati oloh fuqoha', akan tetapi terdapat
perbedasn sehingga timbul tiga teori :
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Teori pertama disampaikan oleh Abu Hanifeh

Menurut teori Abu ianiien syaritat Islam diterap
kan atas jarimah-jarimsh yang diperbuat di negeri Is-
lsm berlaku sepenulnya bagi muslimin dan dziwwy den -
berlaku bagi musta'win apabila melaggar ketentuun hag~-
nak adamy, tetapi Jika yang dilanggar itu hak-nakAllah
stau hak masyarakat yaue lebin xuat, maLa bagyinya (mus
ta'min) tidek diaetuJui huxuman,®?

Dasar ysng dipakal

Bagl orang Islam merupaksn keharusan tunduk kepa
da jukum Islem, sedaugkan bagi dzimmy sebagal imbalan
pemberian perlinduugan harta dsn Jiwe dari pemerintah
waka harus tunduk kepada huikum-hukum Islam, sedaungken
bagi musta'uin ysng masukmya ke dearul Islam dengan i-
dzin hanya dengan tujuen mencari kebendaan (nak wmanu-
sia) maka baginya hanys dikenahi hukuman apabila wme-
langgar hek-nak manusia64

_‘Perhadap Jarinah-Jarimah yang Rikerjakan olea
seorang muslim ateu dzimmy diluar daarul Islam, maks
. tidgklah syari'at Islam pada ajaran itu baik yany dila
kukan oleh orang yang dermukim di dasrul Islem pergi -
ke daasrul harvi dan kembsli, staupun yang dirasuxan o=
leh seseoranyg yang bermuxia di daarul narbi kemudian

pindan ke caarul lslau.

Alasan Abu Haniiah ialan banwa dasar  penerapan

63 pdul Qodir Audah, Op.Cit., Hlm. 280.
b@a. Hanafi MA, Asas-838888 uukdm Pidana Islaun,CV

Bulsn Bintang, tahun 1967, hlm. 111l.
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syari'at Iclem bukaen ketundukan mereka terhadap hukum
hukum Islam di menapun mereka berada melainkan kewajidbe
an iman untuk menerspken, sedang ia tidek mempunyai kee
kuasaan untuk menerapken hukume-hukum Islam di daerah =
daerah 41 mana jarimah ita terjadi. Oleh karena itu apa

bla tidaek ada keluasasn maka tidak wajid eda hukumanS’

Jadi menurutnya untuk mengadili suatu jarimah -
verlu diketahui lebih dahulu ada kckuasaan atas tempat

terjadinya suatu Jarimah.

Mengenai tentara lIslem yang bertempat/berkampung
di suatu tempat dalam daerah Daarul Harby, maka segala
jarimah yang terjadi di tempat tentara itu, sama dengan
Jarimah yang dilakukan di daerah lIglam, karema daerah
yang diduduki tentara Iolam berada di dalam perlidungan
tentara Islam, dan pemerintah Islam mempunyal kekuasagn
atasnya, karena tempat tentara yang ditempati itu di-
pandang daarul Islam. ©®

Teroxri Abu Hanifah terasebut di atas yang berpen=
dapat tidak memperlakuken eyari'at Islam terhedap mus-
ta'min jika melanggar haek Allah mempunyai pengaruh yang
buruk atas negara-negara Islam, karena pendapatnya dija
diken dasar untuk memberiken hak-hak istimewa kepada-
orang asing tersebut masih terasa sampal sekarang, mere
ka masuk ke negeri-negeri Islam dengan jaminan kesela -
matan jiwa dan hartanya, akan totapi setelah kaum mus-
1imin lemah, maka hak-hak muslimin yang dilanggar den
keadaan torsebut menRfiapken jalem ke arah kemenangen

©5 Hagdi As-Shiddiqy, Op.Cit., hlm. 22
©6.a. Henafi,MA., Op,Cit., hlm.113
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orang-orang asing tersebut.

Teori kedua dikemukaken oleh Imam Abu Yusuf, murid Imen
Abu Hanifah.

Menurut pendapat Abu Yusuf, bahwa syari‘'at Islam
berlaku untuk setiap orang yang berada di negeri Islam,
bailk penduduk (yang menetap) seperti orang-orsng mus =
1im dan dgimmy, maupun tukan (masta'min).’’

Dasar yang dipakal, sama dengan yang dipakal Aba
Hanifah, henye ada perdedaen pendapat terhadap musta'e
min, Abu Hanifah berpendapat, bahwa musta'min hanya di-
kenai hukumen, apablila kejahatsn itu melanggar hake- hak
individu. Sedengkan menurut Abu Yusuf berpeandapat, bah-
va nusta’min yeng berbtuat jarimah dikenal hukum Iaslam
baik itu melanggar hak Allah meupun melanggar hak Ada-
m.OB

Hasih ada lagl perbedaan pendapat antara kedua-
nya itu dalam masalah tawanan perang. BHenurut Atu Hge
nifah orang muelim ataun dzismmy yang membunuh tawanan -
perang muslim di dearal harbi tidak dikenmakan hukumen
qishash dan diyat, karena hak ismalmya tetap hilang se=-
bab ditawan. HMenurut Imam Abu Yusuf, terhadap pembunuh
an tersebut dikenskan hukuman diyat, karena tawanannya-
itu tidak menghilangkan hek ismahnya. Sebenarnya hukume
ennya qishash, tetapl qishash tidak mungkin dijalankan
disebabkan tidaek ada kekuasasn atas tempat terjadinya-
penbunuhan, maka pembuatnya dikenai hukuman diyat seba-
gal tanggungan atas kematian torsetut’’

67 pAvdul Qadir Audah, Op.Qis., hlm.285.
68

691psd,, hlm. 286.
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Juga tentang masalah rida, menurut Abu Hanifah,
ei muelim dan ei dzimmy boleh melakukan akad rida dee
ngan orang harby di daerah hardby, ateu dengen orange-
mualim yang tinggal 41 daarul harby, sedang menurut Abu
Yusuf orang munlim dan dzimmy tidak boleh melakukan - a=
ked ridba, karena riba diharamkaen oleh Ialem.70

Teori ketiga dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan
Ahmad ,

Hereka berpendapat, bahwa syari'at Islam dite -
rapkan atas segala jarimah yang dilakukan di tempat ma~
na saja ¢i dalam batas-batas (daerah-deerah) daarul Is-
lam, baik yang mengerjakan itu seorang malim atau ge-
orang dgimmy atau georang musta'mm." !

Alasannya gama dongen alasan sebelumnya.

Juga syari'at Iglam berlaim bagi muslim atan dzim
ny yang melekukan jarimeh di daarul harby. Seorang musw
1im aten doimmy yang berbuat jarimah di daarul harbdy ,
kemudien melarikan diri ke negeri Islam, dihukum menu-
rut mkum Islam. Tetapi kaleu yang beorbuat itu musta'-
min di daarul harby, maka baginya tidak dikenalan hukum
en Islam, karena ia tidek diwajidkan tunduk kepada oya-
ri'at Ielam, keouali sejak ia memasuki negeri itu. 72

Kalau musta'min berbuat jarimah di negeri Islam
kemudian melarikan diri dari daarul Islam, penuntutan -
hulum tidak akan gugnr dan akan menetapkan hukuman dagi
nya apabila sudah ada kekuasasn untuk ftu. -/

70 Loa.01$.
71 1vad,, h1m.207.

72 zag.01t,
13 Ibid., hlm. 288
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Perlu Jjuga diketahui menurut teori Islaem di atas
bahwa negeri-negeri lelax walaupun berbeda-beda sigtem
pemerintahannya dipendang suatu daerah karena negara-ne
gara Islam itu diperintah oleh suatu undang-undang ya-
itu undang-undang Islam, dan negara yang bukan Islam di
pendang suatu Daar (daerah) karema hukum-hukum yang ber
laku atasnya menurut gyari'at Iaslam adalah hukum yang
satu, tidak Yerbeda-beda lantaran berbedanya tempat den
jenis, 14

Dari uraian di atas dapat diamdil kesimpulan bah
va menurut teori Islam yang dinamakan warga negara a-
sing ialah warga negara dari negara-negara yang bukan
iIslam, sedang warga negara dari negara Islam tidak di-
anggap orang asing.

Sebagaimena yang terdapat dalam hukum positif,ya
itu agsas nasional pasif yaitu agsas perlindungan, dalam
hukum Iglam juga ada asas perlindungan yaitu untuk me-
lindungi semua kepentingen-kopentingan yang diakui ue
mum, baik itu kepentingan nasional maupun kepentingan -
internasional.

Ahli hukum Islem menyimpulkan kepentingan  umum
manusia itu pada pemeliharasn lima hal yaitu 3
1. Melindungl agama 1: esara e
2, Helindungi akal : (¢ J5=J! Joupsld!
3, Melindungl nyawa : (P e dhol!
4. Melindungl keturunan s} Gle sl
g, Helindungl harta benda i ()Léks‘—"lbé\-é‘ .10

T4Hasbi Ae-Shiddiqy, Op.Cit., hlm.3
75pre. Sudjari Dahlen, Op.CQit., hlm. 27
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Polanggaran terhagdap lima macam kepentingen tepe
sebut diencam dengan hukum sesuai dengen kepentingan -
yang dirugikan, kesemuanya itu adalah untuk kemaslahat-
en manusia, karena paia dasamya tidak ada seorang yang
mau dirugikan kepentingannya.

: Oleh karena itu setiap perbuatan yeng melawan
hakum mengakibatkan keruglien, maka perbuatan <tersebut-
harus memdapat hukumen. '©

Setelah penulis menguraikan tentang asas- asas
berlakunya undaeng-undang hukum pidena Indonesia nyata -
lah bahwa asas territorial merupaken asas yang prinsip
den utama, sedang asas yang lain dipandang sebagal per-
luasannya. Hal ini asas territorial memang mempunyal da
sar loepika kum sebagal perwujudan atas kedamlatan ne-
gara untuk mempertahankan ketertiban hukum didelam wi-
layah negara.

Yang dimeksud asas territorial menurut KUHP In-
donesia yaitu : Perundang-undangan bhukum pidena beflaku
bagi setiap perbtuaten pidana yang terjadi di dalan wi-
layah negara Indonesia yeng dilakukan oleh setiap orang
balk sebagel warga negara ataupun orang asing. X

Henurut asas dari pasal ini yang mengsnéung acas
territorial berlakunya undeng-undang hukum pidana diti-
tik beratkan pada tempat wilayah negara Indonesia,tidak

16'L00,C1%,
77 Bambang Pamomo,8H., Op.0it., him. 53



76

mengyaratken bahwa s8i pembuat herus bsrada di dalam wie
layah, tetapi ocukup dianggap bersalah dengsn melakukan-
perbtaatan pidena yang terjadi di wilayah negara Indone-
sla.

Pengertian ini dapat masuk akal untuk menghadapi
kemungkinan bagi ceorang yang berada di eebsreng perba-
tasan wilayah dengen menggunaken alat-alat tertentu da-
pat melakukaen kejahatan yang dapat dituntut oleh perun-
dang~undangen hukum pidana.

Yang termasuk daerah torritorial yaitu ; asemma
daratarn (pulau-pulan) 41 Indonesia den perairan sejanh-
12 m1l yang telah ditotapkan cleh pemerintah mulal tang
gal 18 Pedbruari 1960 44 atas daratan dan perairannya.
Termasuk juga territorial Indonesia yaitu kapal perang-
den kapal dagang. »

Dalam Undang-undang nomor 5 1938 tenteng Zona
ekonomi eksklueif tentang perairan laut yeng meliputi
dasar lant tanag di bawahnya dan air d¢i atasnya dengan
batas terluas 200 mil, laut diukur dari garis pangkale
laut wilayaeh Indonesia. 'S

Dengan mengetahul ini semua dapatlah disimpulkan
apabila tindak pidana dilakukan oleh warga negara Indo-
nesia atay orang asing yaag terjadi di daerah Indonecia
ia dijatuhu hukuman menurut ketentuan EKUHP (pasal 2 EU-
Hp). .

Begitu jJuga apabila tindak pidana yang dilakukan
oleh warga negara atau orang aeing yang dilakukan  d4
seberang perbatasen daerah Indonesia dengan memakal a~-
lat.

75 Dp, A. Bemazah,SH., Log.Oit.
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KUHP dapat dikeonaksn juga terhadep tindak pidana
yang dilakuken terhadap warga megara atan orang asing
yang dilakuken di atas perahu/kapal Indonesiza baik kae
pal itu bereda di wilayah Indonesia meupun di luar wi=-
layah Indonesia (Pasal 3 KUHP)

Asan territorial yang terdapat delam pasal 2 dan
vasal 3 KUHP diperluas dengen asas-ages yang lainnya da -
ri pacal 4 sampal dengen pasal 8 yaltu asas naeional ak
tif (asas personaliteit), asas nasional paseif ( asas
perlindungan) dan asas universal yang semuanya itu meme
perluas asas bderlakunya Kitad Undeng-undaeng Hukum Pida-
na menurut tempat terjadinya perbuatan.

Sedanghtan gyari'at Iglam sebagaimena telah dije-
laskan di atas, bahwa lingkungan atau ruang lingkup ber
lakunya aturan~-aturan pidana Ielam aten hmkum pidena Is
lam pada dasarnya intornasional tetapi keayatasnya ti-
dak démikian menurut prakteknya syari'at Islam mengenai
tindak pidana adalah regional dan territorial sifatnya
yang haenya bisa diterapkan pada sebaglian muka bumi yang
termasuk daarul Islam saja.

Dengen demikian lelam memdagl dunia kepada dua
negori yaitu negeri Islam dan Negeri buken Islam. Hal
ini tidek berarti bahwa masing-magsing negeri tersebute
merupakan suatu kesatuan negara, meskipun bermacam- ma-
cam negara dan pemerintahan yang terdapat d1 negeri-ne-
geri bukan Iglam, namun kesesuanya dianggap satu negeri
yaitu negeri non muelim, begitu juga dengan negeri I8
lem meskipun berbeda~beda pemerintahannya namun dieng -
gap satu negeri, sebad dikuasal oleh satu undang-undang
yaitu oyari‘at Iclam. |

Darl segl syari'at ini negeri-negeri texrsebut
dianggap satu kesatuan hukum yang tidak akan Dberbeda-
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beda yang tidak ekan berbeda-beda dengan adanya Dbatas
ilmu bumi dan kebangsaan,

Jadi berdilengnya negara-negara Islam pada wakta
sekareng tidak menjadi penghelang bagl penerapan teori-
teori tentang lingkungen berlakunya syari'’at Iglam. A4~
ken tetapi ada sesuatu hal yang diporlukan yaitu agar
tiap~-tiap negara lslam menganggap dirinya sebagal pelak
gana syari‘at Islam bukan saja terhadap wargae negarenya
gendiri, tetapi terhadap warga negara Iglam yang lain-
nya.? |

Jadi menurut asalnya eyari'at Ielam berlakm pada
tindak pidana yang diperbuat oleh penduduk negara Ialam
tanpa menendang siapa pembuatnya dan berlaku tindak pi-
dana yang diperbuat oleh penduduk 41 negeri yang bYukan
Islam, Hal ini sesual dengan syari'at Islam yang univer
gal, make harus diterapkan atas tindak pidana yang ter-
Jadi di manapun, tetapi karena keadesn yang nyata tidak
memungkinkan syari'at Islam berlaku demikian, maeka ber-
lgkukah suari'at Islam escara territorial atau nasional,
yakni borlaku terhadap tindak pidana yang terjadi 41 da
erah kekuasasn Islan saja (territorial).

Dengan demikian asas berlakunya syari'at Islam
ini berbeda dengan asas berlekunya Undeng-undang Hukum
Pidena Indonezia (EUHP).

Kalau asas berlakunya KUBP di Indonesia pade a-
ealnya itu memakai asas territorial kemudiam diperluas
dengan asas lainnya seperti asas personal, asas povline
dungan, dan asas universal. Dalem hukum Ielam pada asal
nya memekai asas universal tetapi karena keadaan tidak

79'4, Banafi,MA., Op.Odt., hlm. 121



79

nmemungkinkaen, maka hukum lelam memakai asas territori-
al (regional).

Asas territorial berlakunya syari'at Islam ini -
sebagaimana telah dijelaskan di muka ada tiga teori ymg
dikemukakaen oleh fugaha' yaitu @

Henurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa
syari'at Islam berlaku terhadap tindak pidena yemg dila
kukan oleh erang muelim, dsimmy den musta'min yang texr-
jedl 44 negoerli Islam dan tidak diterapkan terhadap tin-
dak pidana yang terjadi di negara non Iglam. Hanya 68~
nya kedua imam tersebut berbeda pendapat tentang

a. Musta'min : Menurut Abu Hanifah mueta’min dapat d4i-
jatuhi hukumen apabila mengemai hak adami (hak pere
seorongen) . Sedang menurut Abu Yusuf sepenuhnya dija
tuhi hukuman baik mengenai hak Ademi ataupun hak ma-
gyarakat.

b. Rida : Menurat Abu Hanifah orang mislim damn daimmy,
boleh mengedakan asked riba di daarul harby dengen o-
rang harby atsu dengan orang muslim yang timggal d4i
daarul hardy, sedang menurut Abu Yusuf tidak boleh
karena riba itu diharamkan oleh Islam.

¢c. Tawvanan perang : Menurut Abu Hanifeh orang Muslim a-
tau degimmy yang membunuh tawanan muslim 41 daarul-Har
by tidak dikenakan hukumen qishash dan diyat, sebad
hak ismahnya hilang. Sedang menurut Abu Yusuf dike-
nal hukuman diyat, sebad hak iasmahnya tidak hilang.

Alagen Abu Hanifah dan Abu Yusuf menjatuhi hukum

an terhadap jarimah yang terjadi di daarul harby ialah:
kesanggupan kepala negara unmk_ melaksanakan atac tem=-
pat terjadinya tindak pidana, tidak dikenakan  hukuman
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torhadap jarimah yang dilakuken di daarul harby karena-
penguasa tidak mempunyail kekuasaan tempat terjadinya ja
rimah,

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Amad daa HMalik,
gyari‘'at Islam berlaku terhadap tindak pidana yang ter-
Jadi 41 daarul Ielam yang dilakukan oleh orang muslim,
dgiomnmy dan musta'min dan berlaku terhadap tindak pidana

yeng terjadi d4i daarul hardy oleh penduduk Iglam.

Dengan mengetahui asas berlakunya undang- undang
hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuaten dan e-
ges borlakunya hukum pidana Islam menurut teori fiqaha
maka dapat penulis bandingkan dengan mengemukakan persa
maan dan perbedaan dari kedua asas berlakunya kotentuan
dua macam hukum tersebut. Dan terlebih dahmlu, skan pe-
nulis kemukakan asas berlekunya hukum positif dari se-
jak dahulu sampai sekarang. |

Sebenarnya tiga teori yeng dikeluarkan oleh fu-
qoha' tentang penerapan syari‘'at Islem seperti yang te-
leh ddterangksn di atas hampir tidek terdapat perbedasn
dengan teori-teori yang dikenal oleh hukum positif dari
Bejak dahulu sampal eckarang. Hukum positif mengenal 3
(tiga) teori yang same yaitu :

Pertama : Henerapken peraturan perundang-undangan atas
~ warga negara, sesuatu negara spmatae~mata ba-

ik di dalem maupun 41 luar negeri. Teori ini
banyek diikuti pada abad-absd pertengahan dan

mirip sekall dengan teori Abu Hanifah. Khue-
cue mengenai penerapan undamg-undeng atas war

ga negara scmate-~mata. Akan tetapi ada per-

bedaan mengenal warga megara di luar negeri,
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dimana menurut hukum positif dikenakan hue
kumen, sedang menurut Imam Abu Hanifah ti-

dak.

Penerapen aturan Undang-undang atas semua
porbtuatan yang di daerah sesuatu negara, da
ik dari warga negara atam orang asing, G&e~
demg untuk jarimah-jarimah yang terjadi d4
luar negeri undeng-undang itu tidak berlaku.
Teori tersebut banyak merupakan teeri yang
berikuasa sampai abad XIX M. Dan teoxrdi 4ini
mirip sekali dengan teori Imam Abu Yusuf.

Pénerapan aturan undang-undang atas gemua
oreng yang berada di dalam suatu daerah di
euatu negara, baik varga negara ataun orang
asing apabila mercka memperbtuat suatu per-
btuatan pidana dalam datas-batas daerah ne-
gara itu, dan juga atas semua pidana yamg
dikerjaken di luar batas-batas daerah itu.
Teori ini merupaken teori yeng bYeriuasa pa
da hukum-hulum positif mesa cekarang den 44
pakal juga dalam @istem hukum pidana Indo-
nesia dan RPaA, SV

Teori ketiga tersebut sama dengen yang dike
mukaksn oleh Imam Malik, Syafi'i den Ahmad.

Jaedi kesimpulannya ketiga teori berlalunya perun

dangrundengen hukum pidena itu sde kesamaasn dengan teo-
ri yang dikemukekan oleh para fugoha'.

80 yh1d., hlm.119
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Perbedaannya ialah 3

Kalen menurut fuqoha' lukumen harus dijatuhkanpa
da beberapa jarimah tortentu yang diperbuat oleh sesce
orang di luar negeri Ielam dengan tidak ada hak pilihan
bagli penguase negara den untuk jarimah-jarimah lainanya
penguasa negara mempunyai pilihan, artinya kalan meman=
dang perlu bisa menjatuhkan hukuman. Aksn tetapi menu=
rut teori hukum poeitif peanjatuhen hukuman diserahksn -
kepada badan perundang-undangan terhadap jarimah- jari-
mah yang diperduat di luar negeri apabila dipandang per
lu.

oRNREE SOSIRm



